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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui apakah dampak implementasi PPN 
terhadap sektor perkebunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 70P/Hum/2013. Objek penelitian ini adalah Balai XYZ. Penelitian ini menggunakan 
metode Kualitatif dengan menganalisis dampak Implementasi pajak pertambahan nilai 
terhadap sektor perkebunan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
70P/HUM/2013 pada Balai XYZ. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Dalam hal 
pelaksanaan pemotongan PPN Balai XYZ telah melaksanakan nya sesuai dengan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang 
No. 42 Tahun 2009, Balai XYZ juga selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dalam hal 
pelaporan pajaknya. Selain itu dengan adanya putusan ini Pajak Masukan (PM) yang semula 
tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (PK) sekarang dapat dikreditkan tanpa harus 
menjadikan-nya sebagai biaya usaha. 
  
Kata kunci: PPN, Sektor Perkebunan. 
 
Abstract 
 
 The purpose of this study was to determine whether the impact of the implementation of 
the VAT on the plantation sector by Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 70P / Hum 
/ 2013. The object of this study is XYZ Hall. This study used qualitative methods to analyze the 
impact of implementation of value added tax on oil sector based on the decision of the Supreme 
Court of the Republic of Indonesia No. 70P / HUM / 2013 on the XYZ Hall. Results of the study 
showed that in terms of cutting VAT XYZ Institute has conducted its accordance with Act No. 8 
of 1983 as amended last by Law No. 42 In 2009, Hall XYZ also always on time and never late in 
terms of tax reporting. In addition, the presence of this decision Input Tax (PM) which 
originally could not be credited against the output tax (PK) can now be credited without having 
to make it as a business expense. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Sektor pajak merupakan salah satu sumber devisa negara, yang mana pajak merupakan 
penerimaan negara paling besar. Sektor pajak merupakan unsur yang sangat penting dalam 
menunjang kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya 
partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.  
Besar atau kecilnya pajak yang diterima oleh negara sangat berpengaruh terhadap jalannya 
pembangunan. Di Indonesia salah satu sektor perpajakan yang memiliki peranan yang strategis 
dan signifikan dalam porsi penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  
 
 Tabel 1.1 
  Realisasi Penerimaan PPN Negara (Milyar Rupiah), 2010-2013 
 
Sumber Penerimaan 2010 2011 2012 2013 
Pajak Pertambahan Nilai 230.605 277.800 337.584 423.708 
  
 Sumber : Departemen Keuangan 
 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan 
nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa 
Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN 
termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain 
(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen 
akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. 
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia (KADIN) mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil karena 
bertentangan dengan UU PPN. Adapun beberapa alasan yang diajukan oleh KADIN kepada 
Mahkamah Agung menyatakan bahwa akibat dari pajak yang dibebaskan maka sistem 
perpajakan yang berdasarkan UU PPN menganut Indirect Method dengan mekanisme 
pengkreditan yaitu PPN Keluaran (PK) dikurangi dengan PPN Masukan  (PM) menjadi tidak 
berjalan. Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 
70P/HUM/2013 yang mana dalam isi nya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji 
materiil dari pemohon (KADIN). Dari Putusan tersebut maka diterbitkan lah Surat Edaran 
Direktur Jendral Pajak Nomor  SE – 24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang telah diputuskan pada tanggal 25 
Februari 2014 yang memuat tentang pengenaan PPN yang semula dibebaskan dari pengenaan 
PPN berubah menjadi dikenakan sehingga atas penyerahan dan impor dikenai PPN dengan tarif 
10%. Sehubungan dengan itu maka pengusaha (orang pribadi maupun badan) yang melakukan 
penyerahan barang hasil pertanian tersebut wajib memungut PPN dan untuk itu wajib 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha yang termasuk pengusaha kecil 
dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar pertahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Bagi 
Perusahaan (Pengusaha Kena Pajak) dengan adanya putusan Mahkamah Agung  tersebut tentu 
akan mempengaruhi  PPN yang akan disetor, baik itu PPN Masukan maupun PPN Keluaran. 
Sehingga jumlah PPN yang disetor untuk tahun pajak selanjutnya berbeda dengan jumlah PPN 
yang disetor sebelum adanya putusan Mahkamah Agung.:  
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Penelitian ini dilakukan di Balai XYZ,  yang  merupakan  perusahaan yang bergerak 
dibidang Penelitian Perkebunan. Balai XYZ wajib memotong, melaporkan dan menyetorkan 
PPN, yang dalam hal ini perusahaan sudah dikenai tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Tabel 1.3  
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan BKP / JKP Balai XYZ 
Masa Pajak Juni – September 2014  
 
      
Sumber : Diolah Penulis 
 
  Pihak perusahaan  melaporkan SPT Masa PPN ke KPP sebagai Pajak Masukan (PM) 
dan Balai XYZ melaporkan SPT Masa PPN ke KPP sebagai Pajak Keluaran (PK). Sebelum 
adanya putusan dari Mahkamah Agung, PPN atas BKP sektor perkebunan dibebaskan 
pajaknya seperti dapat dilihat pada tabel 1.2 namun setelah ada putusan tersebut maka BKP 
sektor perkebunan dikenakan PPN 10%. 
  Selanjutnya pihak Balai XYZ melakukan pembelian BKP kepada Rekanan yang mana 
dari pihak rekanan nanti akan diperoleh BKP dan faktur pajak. Pihak rekanan nantinya akan 
melaporkan SPT Masa PPN ke KPP setempat.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Implementasi Pajak 
Pertambahan Nilai Terhadap Sektor Perkebunan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 (Studi Kasus Pada Balai XYZ). 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyebutkan Pengertian pajak dalam Resmi 
(2011, h. 1) bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum." 
. 
 
Uraian Juni Juli Agustus  September 
 DPP DPP DPP DPP 
I.  Rekapitulasi Penyerahan 
  Penyerahan Dalam 
Negeri dengan 
Faktur Pajak yang 
Tidak Digunggung 
8.663.049.694 7.267.706.753 8.522.246.732 6.690.406.053 
  Penyerahan Dalam 
Negeri dengan 
Faktur Pajak yang 
Digunggung 
2.081.818 963.636 3.504.545 1.296.364 
  Jumlah Penyerahan 8.665.131.512 7.268.670.389 8.525.751.277 6.691.702.417 
  Penyerahan yang 
PPN atau PPN harus 
dipungut sendiri 
115.137.382 963.636 8.495.733.777 6.487.160.017 
  Penyerahan yang 
PPN atau PPN yang 
dipungut oleh 
Pemungut PPN 
75.870.818 0 30.017.500 204.542.400 
  Penyerahan yang 
dibebaskan dari 
pengenaan PPN atau 
PPN 
8.474.123.312 7.267.706.753 0 0 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya 
2. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh 
pemerintah 
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah  
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 
pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public 
investment. 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 
pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi menurut  
Resmi (2011, h.3), yaitu: 
1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 
    Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 
pembangunan. 
2.  Fungsi Mengatur (Regulerend) 
  Pajak memiliki fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi, serta 
mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka terdapat syarat-
syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak menurut  
Mardiasmo (2012, h.2) sebagai berikut : 
1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil) 
  Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing. 
2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang) 
  Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945   pasal 23 ayat 2. 
Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya. 
3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)    
  Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
4. Syarat Finansial (Pemungutan pajak harus efisien) 
  Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 
lebih rendah dari hasi pemungutannya. 
5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana 
  Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang - Undang yang 
baru. 
2.1.4 Pengelompokan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2012, h.6) pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut : 
1. Menurut Sifat 
a. Pajak Subjektif 
b. Pajak Objektif 
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2. Menurut Lembaga Pemungut 
a. Pajak Pusat 
b. Pajak Daerah 
3. Menurut Golongan 
a. Pajak Langsung  
b. Pajak Tidak Langsung. 
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel menurut Resmi (2011, h.8) : 
1.  Stelsel Pajak 
 a.  Stelsel Nyata 
 b.  Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel) 
 c.  Stelsel Campuran 
2.  Asas Pemungutan Pajak 
a.  Asas Domisili 
b.  Asas Sumber 
 c.  Asas Kebangsaan 
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 
  Dalam pemungutan pajak dikenal dengan 3 sistem menurut Resmi (2011, h. 11) yaitu : 
A. Official Assesment system  
 Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 
(Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang  oleh wajib pajak. 
B. Self Assessment System 
  Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
C.  With Holding System 
  Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak 
ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan 
besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan 
besarnya pajak yang terutang ada pajak pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib 
pajak. 
2.1.7 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak 
Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas 
pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau 
nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan 
dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau 
nilai tambah suatubarang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor  18 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 
Tahun 2009  tentang  Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang 
berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal yakni sebesar 10% sepuluh 
persen).  
PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak , harus disetor paling lambat pada 
akhir bulan berikutnya dari Masa Pajak. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran 
bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja 
berikutnya. SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat  akhir bulan 
berikutnya dari Masa Pajak berakhir  menggunakan SPT Masa PPN PUT dalam 
bentuk elektronik (e-SPT) dan wajib dilampiri dengan daftar norminatif Faktur Pajak 
dan Surat Setoran Pajak (SSP). 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan kualitatif, karena pada 
penelitian ini penulis bukan menguji suatu kebenaran teori melainkan lebih ke analisis 
data tentang pajak pertambahan nilai pada Balai XYZ yang bersumber dari dokumen 
pajak perusahaan dan terakhir memberi interprestasi terhadap analisis yang dilakukan. 
3.2 Subjek/Objek Penelitian 
 Objek dari penelitian ini yaitu pajak pertambahan nilai sektor perkebunan pada 
Balai XYZ yang memerlukan perhitungan pajak secara akurat. Subjek dari penelitian 
ini adalah Balai XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Penelitian 
Perkebunan. 
3.3  Pemilihan Informan Kunci 
  Sumber dan informasi diperoleh penulis melalui pembicara di Balai XYZ  
bernama    M. Roby Yuliansyah, SE selaku bagian perpajakan. Selain itu penulis juga 
akan mencari informasi seputar PPN melalui wawancara langsung dengan Pengusaha 
Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP sektor pertanian. 
3.4 Jenis Data 
  Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 
digunakan penulis untuk mengetahui profil perusahaan tersebut, struktur organisasi, dan 
data sekunder penulis gunakan untuk mengetahui faktur pajak, SPT Masa PPN serta 
laporan pendukung lainnya. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang 
dibutuhkan sesuai masalah yang akan diteliti. 
3.6 Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan, mengorganisasikannya 
kemudian mengelola data serta menganalisis data tersebut, dan pada akhirnya menarik 
kesimpulan berdasarkan apa yang dipelajari. 
 
4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
  Balai XYZ berlokasi di tengah-tengah sentral perkebunan rakyat yang berjarak 
sekitar 29 km sebelah barat Kota Palembang dan 19 km dari Pelabuhan Udara Sultan 
Mahmud  Badarudin II Palembang. Secara administratif termasuk dalam wilayah Desa 
Sembawa Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. 
 Balai XYZ pada awalnya merupakan Kebun Percobaan Balai Penelitian 
Perkebunan Bogor. Selanjutnya berdasarkan SK Mentan No. 789/KPTS/1982 Tanggal 1 
April 1982, Kebun Percobaan tersebut ditingkatkan statusnya dan ditetapkan menjadi 
Pusat Penelitian Perkebunan Sembawa. Dalam penataan organisasi selanjutnya, sejak 
tanggal 1 Februari 1994, Balai XYZ menjadi salah satu Balai Penelitian pada Pusat 
Penelitian Karet Indonesia di bawah Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) yang 
terbentuk pada 18 November 2002. 
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Hasil 
Pada umumnya pemerintah telah memberikan kewenangan dalam peraturan 
perpajakan pada semua instansi, khususnya dalam   penelitian   ini  adalah Balai XYZ 
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam negeri yang telah mendapatkan 
penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk melaporkan PPN atas penyerahan BKP 
ataupun JKP. 
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 Berikut ini adalah Daftar BKP dan JKP yang merupakan objek PPN meliputi 
Tabel 4.1  
Daftar Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak pada Balai XYZ yang merupakan Objek 
PPN 
 
No. Barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak 
1 Bahan Tanam Karet (Biji, entres, dan polibag) Jasa Penelitian 
2 Bahan Tanam Kelapa Sawit (Kecambah dan bibit) Jasa Pelayanan 
3 Lateks Jasa bantuan teknis dan konsultasi 
4 Deorub (Bahan pembeku Lateks bebas bau)  
5 Antico F96 (Bahan aktif untuk  pengendalian 
penyakit) 
 
Sumber : Balai XYZ 2014 
 
Tabel 4.2  
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan BKP / JKP Balai XYZ 
Masa Pajak Juni – September 2014  
 
 Uraian Juni Juli Agustus September 
 DPP DPP DPP DPP 
I.  Rekapitulasi Penyerahan 
  Penyerahan Dalam Negeri 
dengan Faktur Pajak yang 
Tidak Digunggung 
8.663.049.694 7.267.706.753 8.522.246.732 6.690.406.053 
  Penyerahan Dalam Negeri 
dengan Faktur Pajak yang 
Digunggung 
2.081.818 963.636 3.504.545 1.296.364 
  Jumlah Penyerahan 8.665.131.512 7.268.670.389 8.525.751.277 6.691.702.417 
  
Penyerahan yang PPN atau 
PPN harus dipungut sendiri 
115.137.382 963.636 8.495.733.777 6.487.160.017 
  Penyerahan yang PPN atau 
PPN yang dipungut oleh 
Pemungut PPN 
75.870.818 0 30.017.500 204.542.400 
  Penyerahan yang 
dibebaskan dari 
pengenaan PPN atau PPN 
 
8.474.123.312 7.267.706.753 0 0 
II.  Rekapitulasi Perolehan 
  Perolehan BKP/JKP dari 
Dalam Negeri Yang PM-
nya Dapat Dikreditkan 
104.163.636 0 902.377.864 1.095.102.609 
  Impor atau Perolehan Yang 
PM-nya Tidak Dapat 
Dikreditkan dan/atau Impor 
atau Perolehan Yang 
Mendapat Fasilitas 
3.737.093.296 15.538.000 758.995.000 238.500.000 
  
Jumlah Perolehan 3.841.256.932 15.538.000 1.661.372.864 1.333.602.609 
Sumber : Balai XYZ 2014 
 
Dari informasi dalam tabel diatas yaitu bulan Juni dan   bulan Juli 2014 terdapat 
penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dengan masing – masing total 
pembebasan bulan Juni Rp. 8.474.123.312 dan bulan Juli Rp. 7.267.706.753. 
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Sedangkan untuk penyerahan bulan Agustus dan September 2014 tidak terdapat 
penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau total penyerahan yang 
dibebaskan adalah 0. Dengan adanya perbedaan tersebut tentu akan mempengaruhi 
jumlah PPN, karena Jumlah Pajak masukan yang dapat dikreditkan pada bulan Juni dan 
bulan Juli lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Agustus dan bulan September. 
 
4.2.2 Pembahasan 
 4.2.2.1 Implikasi Perpajakan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 
 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka implikasi 
perpajakannya adalah sebagai berikut: 
a. Barang hasil pertanian berupa buah-buahan dan sayur-sayuran sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 
termasuk barang yang tidak dikenakan PPN (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai 
Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN sehingga atas penyerahan, 
impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN (perincian jenis barang terlampir). 
b. Barang hasil pertanian lain yang tidak ditetapkan dalam Lampiran Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, yaitu beras, gabah, jagung, sagu dan kedelai 
adalah barang yang tidak dikenakan PPN (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai 
Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN sehingga atas penyerahan, 
impor, maupun ekspornya tidak dikenai PPN (perincian jenis barang terlampir). 
c. Barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan 
obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari 
pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN sehingga atas penyerahan dan 
impornya dikenai PPN dengan tarif 10%, sedangkan atas ekspornya dikenai 
PPN dengan tarif 0% (perincian jenis barang terlampir). 
d. Sehubungan dengan huruf c di atas, maka Pengusaha (orang pribadi maupun 
badan) yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tersebut wajib 
memungut PPN dan untuk itu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
kecuali pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dengan omzet sampai dengan 
Rp 4,8 milyar per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan 
Nilai. 
4.2.2.2 Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai 
   Dalam hal perhitungan dan pemotongan pajak harus sesuai dengan ketentuan – 
ketentuan perpajakan yang berlaku, karena jika terjadi kesalahan tentu akan 
mempengaruhi jumlah pajak yang akan disetorkan. 
 Berdasarkan dengan data diatas dengan ada nya Putusan Mahkamah Republik 
Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 25 juli 2014 
maka atas penyerahan BKP/JKP disektor pertanian yang bersifat strategis dikenakan 
PPN 10%. Dengan ada nya putusan ini maka Penyerahan yang dibebaskan dari 
pengenaan PPN atau PPN untuk masa pajak Agustus dan September berjumlah  Rp. 
0. Selain itu untuk dengan ada nya putusan ini Pajak Masukan (PM) atas Perolehan 
BKP/JKP dapat dikreditkan yakni untuk masa pajak bulan Agustus dan bulan 
September sejumlah Rp. 90.237.786 dan     Rp. 109.510.261. Dengan nilai kredit 
Pajak Masukan yang lebih tinggi tentu terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 
pajak yang disetorkan, karena Pajak Masukan sebagai pengurang Pajak Keluaran 
yakni Rp. 849.573.378 dan Rp. 648.716.001 . Dalam hal ini perusahaan tidak perlu 
memasukkan Pajak Masukan atas transaksi tersebut dalam komponen biaya usaha
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 4.2.2.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Balai XYZ berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia  Nomor 70P/HUM/2013 
  Dalam hal pelaporan kewajiban pajak Balai XYZ selalu tepat waktu dan tidak 
pernah terlambat sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana 
telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yakni paling 
lambat pada akhir bulan berikutnya dari masa pajak menggunakan SPT Masa PPN 
PUT dalam bentuk elektronik (e-SPT) dan wajib dilampirkan dengan daftar 
norminatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP). 
4.2.2.4 Dampak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 
Terhadap Lingkungan Internal dan Eksternal Balai XYZ 
  Bahwa dengan adanya putusan ini, memiliki dampak yang sangat signifikan 
terhadap keuangan Balai XYZ karena sebelum adanya putusan ini atas barang hasil 
pertanian yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN = 0%, sekarang 
dikenakan PPN dengan tarif 10% atas pernyerahan BKP/JKP nya. Selain itu dengan 
adanya putusan ini juga Pajak Masukan yang semula tidak bisa dikreditkan sekarang 
bisa dikreditkan, dan dijadikan sebagai pengurang bagi Pajak Keluaran Balai XYZ, 
sehingga walaupun mempengaruhi keuangan perusahaan Balai XYZ tidak perlu 
memasukkan nya dalam komponen biaya usaha untuk traksaksi yang dilakukan 
dengan hutang (Menalangi). 
  Dalam hal eksternal tentu ekspor perlu menjadi perhatian khusus, Karena akan 
berdampak pada hasil-hasil produk pertanian dan petani dalam skala kecil. Namun 
tidak menutup kemungkinan akan meningkatnya daya saing untuk ekspor produk 
sektor perkebunan karena atas ekspor tarif PPN = 0%. 
4.2.2.5 Dampak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 
Bagi Pengusaha Kena Pajak untuk Penyerahan BKP/JKP Sektor Pertanian yang 
Bersifat Strategis 
 Secara garis besar dengan adanya putusan ini merugikan bagi petani maupun 
pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak sektor 
pertanian. Sehingga perlu ada langkah antisipasi dari pemerintah untuk mendorong 
sektor pertanian lebih maju lagi. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. Dalam hal pelaksanaan pemotongan PPN Balai XYZ telah melaksanakan nya sesuai 
dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir 
dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Balai XYZ juga selalu tepat waktu dan 
tidak pernah terlambat dalam hal pelaporan pajak nya yakni paling lambat pada akhir 
bulan berikutnya dari masa pajak menggunakan SPT Masa PPN PUT dalam bentuk 
elektronik (e-SPT) dan wajib dilampiri dengan daftar norminatif Faktur Pajak dan 
Surat Setoran Pajak (SSP). penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena 
menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, efisiensi 
dalam melaporkan pajak, kemudahan dalam mengetahui lebih bayar atau kurang 
bayar secara akurat, serta membantu meminimalkan jumlah SDM dalam proses 
penghitungan dan perekaman data.  
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
70P/HUM/2013 terhadap sektor pertanian, memiliki dampak yang cukup 
berpengaruh terhadap Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) pada Balai 
XYZ karena tarif PPN atas barang hasil pertanian yang bersifat strategis sebelum 
adanya putusan ini yakni 0% (Dibebaskan), namun setelah adanya putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia tarifnya menjadi 10% (Dikenakan PPN). 
Selain itu dengan adanya putusan ini Pajak Masukan (PM) yang semula tidak dapat 
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dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (PK) sekarang dapat dikreditkan tanpa harus 
menjadikan-nya sebagai biaya usaha.  
5.2 Saran 
Setelah penulis memberikan kesimpulan, maka penulis akan memberikan saran 
yang dapat digunakan oleh Balai XYZ yaitu sebagai berikut: 
1. Sebagai PKP Balai XYZ diharapkan selalu mengikuti perubahan-perubahan 
peraturan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), Surat Edaran, Keputusan Menteri 
Keuangan yang ada dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat 
mengetahui perubahan-perubahan tarif dan dapat memahami masalah perpajakan 
dan tetap berpedoman pada Undang-Undang perpajakan yang berlaku, karena 
peraturan pajak seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi Negara 
2. Balai XYZ juga harus melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak yaitu, 
melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar, serta melunasi pajak yang terutang 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu Balai XYZ harus meneliti 
kelengkapan dan kebenaran faktur pajak yang diterima supaya tidak mengakibatkan 
kesalahan dalam perhitungan pajak masukan dan hendaknya menyimpan dokumen-
dokumen pajak secara rapi dan teratur sehingga dapat memudahkan dalam 
pemeriksaan 
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek yang di teliti dan 
memperbaharui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku sesuai dengan UU 
Perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan perpajakan 
secara rutin, serta seminar atau workshop mengenai perpajakan. 
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